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MOTTO 

 

 

 

 

“Kemerdekaan tidak menyudahi soal-soal, kemerdekaan malah membangun soal-

soal, tetapi kemerdekaan juga memberikan jalan untuk memecahkan soal-soal. 

Hanya ketidakmerdekaan-lah yang tidak memberikan jalan untuk memecahkan soal-

soal ...”
* 

 

(Disampaikan Bung Karno dalam Pidato :  

Seluruh Nusantara Berjiwa Republik Tahun 1948)
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*
Dikutip dari : Buku Seri Pemikiran Bung Karno : Bung Karno dan Ekonomi 

Berdikari, Jakarta, PT. Grassindo, 2001, hlm.318 
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RINGKASAN 

 

 

Perkawinan dikatakan sah apabila telah sesuai dengan tata tertib hukum yang 

berlaku. Apabila tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut perundangan. 

Syarat adalah hal yang diatur sebelum atau harus ada sebelum kita melakukan 

perkawinan, kalau salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan 

itu tidak sah, salah satunya syarat perkawinan tersebut adalah larangan perkawinan 

karena hubungan darah. Walaupun telah diatur larangan perkawinan tersebut di atas, 

namun dalam masyarakat masih terjadi fenomena adanya perkawinan dalam 

hubungan darah ; yang terjadi secara sengaja maupun terjadi dengan tidak disengaja, 

sehingga terhadap perkawinan tersebut harus dilakukan pembatalan perkawinan. 

Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 3 (tiga) hal yaitu ; (1) bagaimanakah 

kedudukan hukum anak dari perkawinan orang tuanya yang memiliki hubungan 

darah menurut hukum Islam dan hukum perkawinan ? (2) bagaimanakah kedudukan 

hukum anak dari perkawinan orang tuanya yang memiliki hubungan darah menurut 

hukum perdata ? dan (3) bagaimanakah kedudukan hukum anak dari perkawinan 

orang tuanya yang memiliki hubungan darah menurut hukum adat ? 

Tujuan umum dilaksanakannya penulisan hukum ini antara lain : untuk 

memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada 

Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam 

bidang hukum khususnya Hukum Perdata. Sedangkan tujuan khusus dalam penulisan 

hukum ini adalah : untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum anak dari 

perkawinan orang tuanya yang memiliki hubungan darah menurut hukum Islam dan 

hukum perkawinan, kedudukan hukum anak dari perkawinan orang tuanya yang 

memiliki hubungan darah menurut hukum perdata dan kedudukan hukum anak dari 

perkawinan orang tuanya yang memiliki hubungan darah menurut hukum adat. Guna 

mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat 

dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini 

menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (statute approach) 

dan pendekatan konseptual (conseptual approach) serta pendekatan kasus 

(conseptual aproach). 
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Hasil penelitian yang diperoleh antara lain bahwa ; Pembatalan perkawinan 

adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang 

dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah 

ada. Dalam kaitannya dengan perkawinan sedarah, membawa konsekwensi hukum 

bahwa perkawinan tersebut dibatalkan dan dianggap tidak pernah ada. Kedudukan 

anak atas terjadinya pembatalan perkawinan karena perkawinan sedarah tidak 

memutuskan hubungan antara anak dengan orang tuanya dalam arti anak tersebut 

masih tetap merupakan anak sah secara hukum dari suami istri tersebut walaupun 

perkawinannya sudah batal dan dianggap tidak pernah ada. Dalam Pasal 76 

Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa : batalnya suatu perkawinan tidak akan 

memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Pasal 28 ayat (2) 

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menegaskan meskipun 

terjadi pembatalan pernikahan keputusan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-

anak yang dilahirkan dari perkawinan itu. Anak-anak yang dilahirkan dari 

perkawinan yang dibatalkan adalah anak-anak yang dianggap sebagai anak sah, 

anak-anak itu dapat mewarisi baik dari bapak maupun ibunya dan ia juga mempunyai 

hubungan kekeluargaan baik si bapak maupun si ibu. Pada pasal 95 KUH Perdata 

menyatakan, suatu perkawinan yang kemudian dibatalkan, mempunyai akibat 

perdata baik terhadap suami istri maupun terhadap anak-anak mereka, asalkan 

perkawinan itu oleh suami istri kedua-duanya dilakukan dengan itikad baik. akibat 

hukumnya anak itu dianggap sama sebagai anak yang sah.  

Saran yang diberikan bahwa Hendaknya masyarakat dapat mengetahui 

syarat-syarat, rukun dan larangan dalam perkawinan, sehingga nantinya perkawinan 

dapat dilaksanakan dengan baik, cermat dan teliti serta tidak terjadi pelanggaran 

terhadap larangan perkawinan yang nantinya dapat menyebabkan batalnya 

perkawinan salah satunya dengan adanya perkawinan sedarah. Keberadaan anak 

yang dilahirkan dari hubungan pernikahan sedarah tetap harus dijaga dan dilindungi 

dengan baik, masyarakat tetap harus tetap memberikan perlindungan bagi anak 

sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal ; karena pada 

hakikatnya setiap anak terlahir ke dunia dalam keadaan yang suci.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Manusia itu adalah Zoon Politicon, artinya bahwa manusia itu sebagai 

mahluk hidup pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama 

manusia lainnya. Jadi mahluk yang suka bermasyarakat. Oleh karena itu sifatnya 

yang suka bergaul satu dengan yang lain, maka manusia disebut mahluk 

sosial”.
1)

 Di muka bumi ini, Tuhan telah menciptakan segala sesuatu saling 

berpasangan, ada laki-laki dan perempuan agar merasa tentram, saling memberi 

kasih sayang terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan yang suci 

yang dinamakan perkawinan. Hal ini sudah menjadi kodrat manusia, di samping 

sebagai mahluk pribadi juga sebagai mahluk sosial, artinya manusia itu tidak 

dapat hidup sendirian, dia membutuhkan manusia lainnya.   

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna sehingga 

banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi. Salah satu kebutuhan manusia 

yang harus dipenuhi adalah ikatan perkawinan. Lembaga perkawinan merupakan 

salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia untuk membentuk 

suatu rumah tangga, karena perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum, 

agama, dan sosial. Tuhan menciptakan manusia ini saling berpasang-pasangan 

dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tenteram dan nyaman serta untuk 

mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya. Perkawinan merupakan 

salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun 

kelompok. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang 

mengatur mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing 

sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan 

perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai mahluk 

yang bermartabat.   

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

menyatakan : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

                                                 
1)

 C.S.T.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,1989, 

hal.29 



2 

 

 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian 

perkawinan diatas menjelaskan bahwa ikatan perkawinan dilakukan oleh dua 

orang yang berlainan jenis yaitu antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan itu 

dilakukan menurut keyakinan orang yang akan melakukan perkawinan. Tujuan 

perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.  

Hukum perkawinan mensyaratkan 2 (dua) hal mengenai keabsahan 

perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil secara 

ringkas merupakan syarat yang bersangkutan dalam pribadi atau individu yang 

akan melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil adalah menyangkut 

pencatatan perkawinan dalam Administrasi Negara. Mengenai syarat materiil 

perkawinan diatur dalam Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yaitu : 

a) Adanya persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 ayat 1) ;  

b) Adanya izin dari orang tua wali (pasal 6 ayat 2) ;  

c) Umur calon mempelai pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun 

dan calon mempelai wanita 16 (enam belas) tahun (pasal 7 ayat 1 sampai 

d) Tidak ada larangan perkawinan antara 2 (dua) orang karena ada 

hubungan keluarga atau hubungan darah yang dilarang dalam 

perkawinan ;  

e) Tidak terikat perkawinan dengan orang lain ;  

f) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau istri yang sama, yang 

hendak dikawini  dan  

g) Bagi seorang wanita (janda) tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu 

tunggu. 

Dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang : 

1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke 

atas; 

2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara 

saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang 

dengan saudara neneknya; 


